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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan

huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

أ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

ب  Ba B Be

ت  Ta T Te

ث  Ṡa ṡ es (dengan titik di atas)

ج Jim J Je

ح Ḥa ḥ ha (dengan titik di
bawah)

خ Kha Kh ka dan ha

د Dal D De

ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas)

ر Ra R er
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ز Zai Z zet

س Sin S es

ش Syin Sy es dan ye

ص Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)

ض Ḍad ḍ de (dengan titik di
bawah)

ط Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)

ظ Ẓa ẓ zet (dengan titik di
bawah)

ع `ain ` koma terbalik (di atas)

غ Gain G ge

ف Fa F ef

ق Qaf Q ki

ك Kaf K ka

ل Lam L el

م Mim M em

ن Nun N en

و Wau W we

ھ Ha H ha

ء Hamzah ‘ apostrof

ي Ya Y ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ـَ Fathah A a

ـِ Kasrah I i

ـُ Dammah U u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

يَْ... Fathah dan ya Ai a dan u

وَْ... Fathah dan wau Au a dan u

Contoh:

- كَتَبَ  kataba

- فَـعَلَ  fa`ala

- سُئِلَ  suila

- كَيْفَ  kaifa

- حَوْلَ  haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
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Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah
Huruf Arab Nama Huruf

Latin
Nama

اَ...ىَ... Fathah dan alif atau
ya

Ā a dan garis di atas

ىِ... Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas

وُ... Dammah dan wau Ū u dan garis di atas

Contoh:

- قاَلَ  qāla

- رَمَى ramā

- قِيْلَ  qīla

- يَـقُوْلُ  yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan

dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- طْفَالِ لأَ رَؤْضَةُ ا raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِيْـنَةُ الْمُنـَوَّرةَُ  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
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- طلَْحَةْ  talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَـزَّلَ  nazzala

- البرُِّ  al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

:namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai

dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ  ar-rajulu

- الْقَلَمُ  al-qalamu

- الشَّمْسُ  asy-syamsu

- لُ الجَْلاَ  al-jalālu
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G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تأَْخُذُ  ta’khużu

- شَيئٌ  syai’un

- النـَّوْءُ  an-nau’u

- إِنَّ  inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

- رُ الرَّازقِِينَْ وَ إِنَّ   االلهَ فَـهُوَ خَيـْ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ االلهِ مجَْراَهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri



xi

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحَْمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَْ  Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحمْنِ الرَّحِيْمِ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf

kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- االلهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ  Allaāhu gafūrun rahīm

- عًالأُ للِّهِ ا يـْ مُوْرُ جمَِ Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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MOTTO

“Sesuatu Yang Tidak Dipertaruhkan, Tidak Akan Di Menangkan”

(Tegar setiadi)

“Allah Tidak Mengatakan Hidup Ini Mudah, Tetapi Allah Berjanji, Bahwa

Sesungguhnya Bersama Kesulitan Pasti Ada Kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Tidak Ada Kekayaan Yang Lebih Utama Dari Pada Akal, Tidak Ada Keadaan

Yang Paling Menyedihkan Daripada Kebodohan, Dan Tidak Ada Warisan Yang

Lebih Baik Daripada Pendidikan”

(Ali Bin Abi Thalib)
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ABSTRAK

Tegar Setiadi, 2026. “Penerapan Asas Kesetaraan Dalam Pembiayaan
Mudarabah Di BMT An-Najah Wiradesa. Program Studi Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Abdul Hamid, M.A.

Penelitian ini membahas penerapan asas kesetaraan dalam pembiayaan
mudharabah di BMT An-Najah Wiradesa serta perlindungan hukum bagi nasabah
apabila asas tersebut belum diterapkan secara optimal. Penelitian ini dilatarbelakangi
oleh penggunaan akad baku dalam pembiayaan mudharabah yang berpotensi
menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara pihak BMT dan nasabah. Dalam
praktiknya, akad baku sering kali membatasi ruang negosiasi nasabah sehingga
nasabah berada pada posisi yang lebih lemah. Padahal, dalam hukum ekonomi syariah,
asas kesetaraan menempatkan para pihak pada kedudukan yang sama dan
mengedepankan prinsip keadilan dalam pelaksanaan akad.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan
kualitatif. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara
dan observasi di BMT An-Najah Wiradesa, serta data sekunder yang diperoleh dari
buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber lain yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kesetaraan dalam
pembiayaan mudharabah di BMT An-Najah Wiradesa belum sepenuhnya optimal. Hal
ini terlihat dari adanya klausul tertentu dalam akad pembiayaan yang berpotensi
menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak BMT dan nasabah.
Selain itu, penggunaan akad baku membuat ruang negosiasi nasabah menjadi terbatas
karena sebagian besar isi akad telah ditentukan oleh pihak BMT, meskipun pihak BMT
telah memberikan penjelasan mengenai isi akad sebelum penandatanganan,
pemahaman nasabah terhadap seluruh klausul masih terbatas. Perlindungan hukum
bagi nasabah dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan
preventif dilakukan melalui pengawasan penggunaan akad baku dan pemberian
informasi yang jelas kepada nasabah, sedangkan perlindungan represif dilakukan
melalui penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak dalam pelaksanaan
akad. Dengan demikian, penerapan asas kesetaraan dalam pembiayaan mudharabah
perlu lebih dioptimalkan agar tercipta hubungan hukum yang adil dan sesuai dengan
prinsip syariah.

Kata Kunci: Asas Kesetaraan, Pembiayaan Mudharabah, Akad Baku, Perlindungan
Hukum
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ABSTRACT

Tegar Setiadi, 2026. “The Implementation of the Principle of Equality in
Mudarabah Financing at BMT An-Najah Wiradesa.” Sharia Economic Law Study
Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor : Abdul Hamid, M.A.

This study discusses the implementation of the principle of equality in
mudharabah financing at BMT An-Najah Wiradesa and the legal protection for
customers when the principle has not been optimally implemented. This research is
motivated by the use of standard contracts in mudharabah financing which potentially
create an imbalance in the position between BMT and customers. In practice, standard
contracts often limit customers’ bargaining power, placing them in a weaker position.
In fact, in Islamic economic law, the principle of equality positions all parties equally
and emphasizes justice in the implementation of contracts.

This research employed an empirical juridical method with a qualitative
approach. The research data consisted of primary data obtained through interviews
and observations at BMT An-Najah Wiradesa, as well as secondary data obtained from
books, journals, laws and regulations, and other relevant sources

The results of the study indicate that the implementation of the principle of
equality in mudharabah financing at BMT An-Najah Wiradesa has not been fully
optimal. This can be seen from the existence of certain clauses in the financing contract
that potentially create an imbalance of rights and obligations between BMT and
customers. In addition, the use of standard contracts limits the customers’ negotiation
space because most of the contract contents have been predetermined by BMT.
Although BMT has provided explanations regarding the contents of the contract before
signing, customers’ understanding of all clauses is still limited. Legal protection for
customers is carried out through preventive and repressive measures. Preventive legal
protection is implemented through supervision of the use of standard contracts and the
provision of clear information to customers, while repressive legal protection is
carried out through dispute resolution in the event of violations of rights in the
implementation of the contract. Therefore, the implementation of the principle of
equality in mudharabah financing needs to be further optimized in order to create a
fair legal relationship in accordance with sharia principles.

Keywords: Principle of Equality, Mudharabah Financing, Standard Contract, Legal
Protection.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik pembiayaan syariah khususnya melalui akad mudharabah, sering

muncul ketidakseimbangan dalam penerapan asas kesetaraan atau dalam Islam

dikenal dengan asas taswiyah, yakni asas keadilan dan keseimbangan antara

pihak pemilik modal dan pengelola modal yang idealnya pembagian keuntungan

dan kerugian harus dilakukan secara adil dan sesuai kesepakatan. Namun, risiko

kerugian seringkali tidak ditanggung setimpal oleh kedua belah pihak, yang

menyebabkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan

keuntungan yang dibagikan.

Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ditetapkan

melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008

menegaskan bahwa setiap akad harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip

syariah, salah satunya asas taswiyah atau kesetaraan. Asas tersebut menghendaki

adanya kedudukan yang setara antara para pihak dalam akad, baik dalam

memperoleh hak maupun menjalankan kewajiban. Asas-asas akad syariah

terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah dalam melakukan kegiatan usaha yang berasaskan prinsip Syariah,

demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.1 Yang dimaksud dengan

berdasarkan prinsip syariah yaitu  dengan memenuhi ketentuan pokok hukum

Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, dan

universalisme serta tidak mengandung salah satu unsur prinsip larangan dalam

syariah.2 Salah satu unsur tersebut berkaitan  dengan penerapan asas kesetaraan

sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

yang menyatakan bahwa asas taswiyah yaitu adanya kesetaraan dan

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tetang Perbankan Syariah,
(2008).

2 Bank Indonesia, “Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/Pbi/2007 Tentang
Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta
Pelayanan Jasa Bank Syariah,” PBI No 10/16/PBI/2008 2, no. 1 (2008): 1–20.
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keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam setiap pihak yang melakukan

akad.3

Asas kesetaraan atau taswiyah memiliki makna bahwa setiap pihak yang

terlibat dalam suatu akad memiliki kedudukan yang setara dan seimbang.

Dengan demikian dalam menentukan syarat dan ketentuan suatu akad atau

kontrak, masing-masing pihak memiliki hak yang sama tanpa adanya pihak yang

lebih diunggulkan. Landasan asas ini terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al-

Hujurat ayat 13 yang artinya ”Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kami

jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling

mengenal, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti”.4

BMT An-Najah Wiradesa sebagai Lembaga Keuangan Syariah memiliki

peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut.

Namun dalam praktiknya terdapat fenomena yang menarik untuk dianalisis

terkait penerapan akad mudharabah dimana dalam beberapa klausul perjanjian

pembiayaan tersebut tidak menerapkan asas kesetaraan, berikut isi dari pasal

tersebut ” Dalam hal Pihak Kedua cedera janji tidak melakukan pembayaran

kembali/melunasi kewajibannya kepada Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama

perlu menggunakan jasa Penasihat Hukum, jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya

untuk menyelesaikan kewajibannya, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini

mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa Penasihat Hukum, jasa

penagihan, dan jasa – jasa lainnya yang dapat dibuktikan dengan sah menurut

hukum (pasal 5 point 3)”. Ketentuan pembuatan perjanjian atau klausul baku

oleh pihak perbankan syariah sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan

efektivitas, terutama dalam hal ini memenuhi permintaan pembiayaan

mudharabah yang tinggi dari masyarakat, namun hal ini tetap harus

memperhatikan prinsip kesepakatan yang seimbang antara para pihak.

3 Agung Ri, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” Mahkamah Agung, 2016.
4 Muhammad Yusuf Firmansyah, Achmad Abubakar, “Membangun Kehidupan Beragam:

Tafsir Tahlili Terhadap Surah Al-Hujurat Ayat 13” 8, no. 2 (2023): 47–60,
https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v7i1.
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Akad mudharabah hubungan antara sahibul maal dan mudharib bersifat

kemitraan bukan hubungan debitur dan kreditur biasa, fatwa DSN MUI

No.07/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan jika kerugian ditanggung mudharib

tanpa terbukti lalai dan beban biaya penagihan dibebankan penuh kepada

mudharib, maka akad tersebut sudah melenceng dari bentuk akad mudharabah

yang dijelaskan dalam fatwa di atas untuk menganalisis penerapan asas

kesetaraan atau keseimbangan yang terdapat dalam perjanjian Islam dikenal

dengan Al-Musawa, diperlukan kajian terhadap kelompok klausul yang

mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam akad pembiayaan

mudharabah.

Penggunaan kontrak baku pada suatu akad kerap menimbulkan

perdebatan. Bank umumnya menetapkan sebagian besar klausul perjanjian

secara sepihak untuk mempermudah dan mempercepat proses akad, namun

kondisi ini membuat nasabah memiliki ruang yang terbatas dalam memberikan

masukan atau menentukan isi perjanjian.

Persoalan ini penting untuk diteliti agar dapat memberikan gambaran yang

jelas tentang implikasi hukum dari perjanjian mudharabah tanpa penerapan asas

taswiyah dan penelitian ini memberi penjelasan bagi pengambil kebijakan

pembuat kontrak atau praktisi yang konsen membuat akad perjanjian serta

memberikan rekomendasi bagi BMT An-najah Wiradesa dalam memperbaiki

praktik akad yang ada.5 Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik

mengeksplorasi lebih lanjut mengenai “Penerapan Asas Kesetaraan Dalam

Pembiayaan Mudarabah Di Bmt An-Najah Di Wiradesa”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas kesetaraan dalam pembiayaan mudharabah di

BMT An-Najah Wiradesa?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah apabila asas kesetaraan belum

diterapkan secara optimal?

5 M Ramdhanie, “Asas Kesetaraan Dalam Akad Baku Pembiayaan Murabahah Pada Bank
Syariah Mandiri,” 2014, https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/9352.
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C. Tujuan

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan asas kesetaraan yang terjadi dalam

pembiayaan mudharabah di BMT An-Najah Wiradesa.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi

nasabah dalam pembiayaan mudharabah apabila asas kesetaraan tidak

diterapkan secara optimal.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan dalam

pengembangan keilmuan di dalam bidang hukum ekonomi Islam, khususnya

mengenai terkait penerapan asas kesetaraan dalam pembiayaan mudharabah

di BMT An-najah Wiradesa.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat (Debitur)

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat

tentang hak dalam pengadaan kontrak atau klausul dalam perjanjian

pembiayaan yang bersifat seimbang, adil dan bebas agar hak dan

kewajiban para pihak terpenuhi tidak ada posisi yang lebih tinggi antara

satu dan yang lainya.

b. Bagi pelaku usaha (Kreditur)

Penelitian ini diharapkan membantu pihak-pihak yang melakukan

kontrak atau kerjasama terkait akibat hukum dalam pelaksanaan asas

kesetaraan dalam pembiayaan mudharabah, khususnya memberikan

penjelasan bagi pemangku kebijakan atau praktisi yang konsen membuat

kontrak pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah sebuah gagasan atau poin-poin dari berbagai

pendapat seperti, teori, tesis, atau kasus mengenai suatu permasalahan yang
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terjadi yang dapat di jadikan sebagai bahan untuk melakukan perbandingan

maupun kajian teoritis yang dapat dijadikan masukan eksternal bagi penulis.6

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum

kepada setiap subjek hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak serta

memberikan rasa aman dalam setiap hubungan hukum. Perlindungan hukum

bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan memastikan

keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah suatu upaya

untuk melindungi kepentingan seseorang melalui pemberian kekuasaan

kepadanya untuk bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya.

Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi

juga sebagai sarana untuk memberikan perlindungan dan menjamin keadilan

bagi setiap individu.7

2. Aasa Akad Syariah

Dalam hukum perjanjian Syariah, akad merupakan perjanjian antara

dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang

menimbulkan akibat hukum. Agar akad berjalan sesuai dengan prinsip-

prinsip Syariah. Asas akad syariah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa setiap

kegiatan usaha di dalam Perbankan Syariah berdasarkan Prinsip Syariah,

Demokrasi Ekonomi, Dan Prinsip Kehati-hatian.8

3. Asas Kesetaraan

Secara etimologis, kata taswiyah yang berarti menyamakan atau

menjadikan setara, dalam konteks hukum perjanjian syariah, asas taswiyah

adalah prinsip yang menekankan persamaan kedudukan para pihak yang

terikat dalam suatu akad. Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) setiap

6 M Solly Lubis, “Filsafat Ilmu Dan Penelitian,” Bandung: Mandar Maju, 1994, hal 80.
7 Rahardjo, S. (2003). Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia. Penerbit Buku Kompas.
8 Undang-undang republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah.
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pihak memiliki kedudukan yang sama dan saling menghormati hak dan

kewajiban masing-masing, tidak ada pihak yang lebih tinggi atau lebih

rendah, baik dari segi hak maupun kewajiban.9 Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah yang menyebutkan asas taswiyah adalah adanya kesetaraan dan

keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam setiap pihak yang melakukan

akad.10

4. Akad Mudharabah

Secara etimologis, kata mudharabah berasal dari bahasa Arab yang

diambil dari kata dharb yang berarti memukul atau melangkahkan kaki, yang

diartikan sebagai suatu kegiatan bepergian untuk berniaga. Dalam

terminologi fikih, mudharabah diartikan sebagai akad kerja sama antara

pemilik modal shahibul maal dengan pengelola modal mudharib dimana

keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati bersama, sedangkan

kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal selama kerugian

tersebut bukan akibat kelalaian pengelola.

Secara hukum positif, ketentuan mudharabah dalam Fatwa DSN-MUI

No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan Mudharabah menjelaskan

rukun dan syarat serta aturan pembagian keuntungan mudharabah.11 Selain

itu mudharabah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

dalam Pasal 229-236, termasuk hak dan kewajiban para pihak.

Dalam akad mudharabah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi,

yaitu:

a. Pihak-pihak yang berakad pemilik modal dan pengelola modal.

b. Objek akad berupa modal dan kerja/usaha. Modal harus berupa uang tunai

atau aset yang jelas nilainya.

c. Ijab dan qabul yang merupakan tanda kesepakatan antara kedua pihak,

merupakan bagian dari sighat akad.

9 Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, “Perma Nomor 2 Tahun 2008,” Subyek Hukum
Dan Amwal 3, no. 1 (2008): 1–75.

10 Ri, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”
11 “Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah,” 2000.
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d. Pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan nisbah (persentase) yang

disepakati di awal, bukan nominal tertentu.

F. Penelitian Yang Relevan

Peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan

dengan tema penelitian. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui posisi penelitian

yang penulis lakukan, menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian

sebelumnya, serta menunjukkan kebaruan atau novelty dari penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa penelitian yang membahas

asas kesetaraan dalam perjanjian maupun pembiayaan syariah, namun penelitian

yang peneliti lakukan memiliki perbedaan pada objek, fokus kajian, dan lokasi

penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam

penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fajrul Ilmi (2020) yang Berjudul

“Implementasi asas kesetaraan dalam akad pembiayaan murabahah pada Kpr-

BTN IB Di BTN Syariah cabang Banjarmasin”.12 Penelitian ini memuat hasil

tentang asas kesetaraan yang belum diterapkan   secara sempurna pada

seluruh pasal dalam akad pembiayaan murabahah yang terdapat dalam 2

kelompok yaitu: Pertama, berisi informasi klausul yang membahas tentang

jumlah pembiayaan, bentuk pembiayaan, tujuan pembiayaan, dan adanya

batas waktu pembiayaan yang didalamnya menyebutkan berapa jumlah

pembiayaan yang terdiri dengan harga jual yang ditambah margin

keuntungan. Kedua, berisi tentang kewajiban atau tanggung jawab bagi

nasabah yang terkait dengan denda atas besarnya  tunggakan, yang

semestinya dalam menentukan jumlah besaran denda itu tidak boleh dibuat

secara sepihak saja, tetapi harus berdasarkan dari kesepakatan antara pihak

yang telah  melakukan kontrak.

Terdapat persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru yakni

sema-sama meneliti tentang klausul pembiayaan, sementara perbedaanya

12 Fajrul Ilmi, “Implementasi Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada
Kpr-Btn Ib Di Btn Syariah Cabang Banjarmasin,” Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
6, no. 2 (2020): 53–68, https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i2.129.
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adalah penelitian terdahulu lebih membahas penerapan asas taswiyah dalam

penerapan bahan agunan atau jaminan, lain dengan penelitian terbaru

membahas tentang cidera janji atau tidak pemenuhan prestasi dalam

melakukan pembayaran pada pihak BMT

2. Penelitian yang dilakukan oleh,  Fadhel Arjuna Adinda (2021) yang berjudul

“Penerapan asas keseimbangan dalam klausula baku pada perjanjian

pembiayaan di lembaga pembiayaan di kota Pekanbaru”.13 Penelitian ini

memiliki persamaan pada fokus kajian mengenai penerapan asas dalam

perjanjian pembiayaan. Keduanya sama-sama menelaah bagaimana asas

hukum perjanjian diterapkan dalam praktik di lembaga keuangan, khususnya

yang berkaitan dengan hubungan antara pemberi modal pembiayaan dan

penerima pembiayaan. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan

yuridis empiris, yaitu menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku dan

mengkaji implementasinya di lapangan. Dengan demikian, baik penelitian

terdahulu maupun penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman tentang

sejauh mana asas yang dikaji sudah diterapkan secara optimal dalam praktik

perjanjian pembiayaan.

Perbedaan utama terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan

konteks kelembagaan. Penelitian Fadhel berfokus pada penerapan asas

keseimbangan dalam klausula baku perjanjian pembiayaan di lembaga

pembiayaan konvensional di Kota Pekanbaru. Sebaliknya, penelitian ini lebih

menitikberatkan pada penerapan asas taswiyah (kesetaraan) dalam akad

pembiayaan mudharabah di BMT An-Najah Wiradesa, yang merupakan

lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Dari sisi ruang lingkup, penelitian

Fadhel menelaah lembaga pembiayaan secara umum, sedangkan penelitian

ini lebih spesifik mengkaji praktik pembiayaan syariah pada BMT. Selain itu,

perbedaan mendasar lainnya terletak pada jenis akad yang digunakan, di

mana penelitian Fadhel fokus pada klausula baku perjanjian pembiayaan

13 Fadhel Arjuna Adinda, “Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Klausula Baku Pada
Perjanjian Pembiayaan Dilembaga Pembiayaan di kota Pekanbaru” (2020).
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secara umum, sementara penelitian ini berfokus pada akad mudharabah

dengan prinsip bagi hasil sesuai syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh, Rizki kurnia hamdan (2022) 14 yang berjudul

“kesetaraan dalam perjanjian kredit perbankan syariah dan perbankan

konvensional dihubungkan dengan asas keseimbangan” Dalam penelitian ini,

perjanjian kredit di perbankan Syariah dibahas tentang kesetaraan, dan

bagaimana perjanjian kredit di perbankan konvensional dihubungkan dengan

asas keseimbangan. Perbedaan ini dengan penelitian terbaru ialah segi akad

yang di penelitian terkini membahas perjanjian pembiayaan mudharabah

yang resiko jika terjadi resiko ditangung satu pihak padahal akad mudharabah

yang pembagian kentungan atau resiko dibagi bersama serta metode

penelitian yang berbeda.

4. Penelitian yang dilakukan oleh, Niniek Lannyati, Sarwono Harjomulyadi dan

Taufiq (2025) yang berjudul “Penerapan Prinsip Kesetaraan Bagi Para Pihak

Dalam Kontrak Baku”.15 Penelitian ini memiliki persamaan pada fokus kajian

mengenai asas kesetaraan dalam perjanjian. Keduanya sama-sama menyoroti

pentingnya penerapan prinsip kesetaraan guna menciptakan bentuk

perlindungan yang adil dan seimbang bagi para pihak yang terikat dalam

sebuah perjanjian. Selain itu, kedua penelitian mengkaji bagaimana asas

kesetaraan diatur dalam hukum positif dan melihat implikasinya terhadap

praktik perjanjian. Dengan demikian, keduanya memberikan kontribusi pada

pemahaman mengenai peran asas kesetaraan dalam menciptakan keadilan dan

keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa seluruh

penelitian memiliki kesamaan, yaitu menekankan pentingnya penerapan asas

kesetaraan dalam perjanjian, baik pada kontrak baku maupun akad pembiayaan

syariah. Penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya menunjukkan bahwa

14 Rizki Kurnia Hamdan, “Kesetaraan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Syariah Dan
Perbankan Konvensional Dihubungkan Dengan Asas Keseimbangan,” Aktualita 3, no. 1 (2022):
382–97.

15 Niniek Lannyati, Sarwono Harjomulyadi, and Taufiq Taufiq, “Penerapan Prinsip
Kesetaraan Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Baku,” Konstruksia 16, no. 2 (2025): 53–63,
https://doi.org/https://doi.org/10.24853/jk.16.2.53-63.
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asas kesetaraan belum sepenuhnya terwujud, karena masih terdapat klausula

baku atau praktik yang cenderung menguntungkan salah satu pihak. Persamaan

tersebut menguatkan penelitian ini bahwa asas kesetaraan atau taswiyah

merupakan prinsip penting yang harus dijaga agar tercipta keadilan kontraktual.

Namun dari penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian terdahulu

baik dari sisi objek, fokus, maupun pendekatan penelitian. Jika penelitian

sebelumnya lebih banyak menelaah asas kesetaraan pada kontrak baku dan akad

murabahah atau pembiayaan konvensional, penelitian ini secara khusus

mengkaji penerapan asas taswiyah dalam akad mudharabah di BMT An-Najah

Wiradesa dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dengan demikian,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru berupa pemahaman

yang lebih spesifik mengenai implementasi asas taswiyah dalam akad

pembiayaan syariah berbasis bagi hasil pada lembaga keuangan mikro.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian

yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya

menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta ketentuan

hukum yang berlaku (hukum positif), tetapi juga mengkaji penerapannya

dalam praktik nyata di lapangan. Penelitian ini tidak sebatas berfokus pada

norma-norma hukum tertulis, melainkan juga mengeksplorasi sejauh mana

ketentuan hukum tersebut dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.16

Dengan demikian, jenis penelitian ini memberikan gambaran yang utuh

mengenai efektivitas penerapan suatu aturan, sekaligus mengidentifikasi

faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam praktik

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis

penelitian yuridis empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini

16 Kornelius Benuf and Mahamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen
Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Jurnal Gema Keadilan 7, no. 2 (2020): 20–33,
https://doi.org/: https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.
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bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan

asas taswiyah dalam pembiayaan mudharabah di BMT An-Najah Wiradesa.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi

objek secara alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen utama, dan

hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.17

Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggali

informasi secara mendetail melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi

terhadap pihak-pihak terkait, seperti pengelola BMT dan nasabah penerima

pembiayaan mudharabah. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami

bagaimana asas taswiyah diterapkan dalam praktik, apa saja faktor

pendukung dan penghambatnya, serta sejauh mana penerapannya selaras

dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber utama informasi yang dikumpulkan

langsung oleh peneliti selama proses penelitian.18 Data ini berasal dari

informan atau responden yang terkait dengan variabel penelitian. Data

primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,

baik individu maupun kelompok, seperti observasi langsung di lapangan,

wawancara, atau penggunaan angket. Peneliti mengumpulkan data primer

melalui berbagai pendekatan, termasuk observasi, wawancara, dan survei.

Data primer diperoleh dari BMT An-Najah Wiradesa, khususnya

pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan mudharabah,

seperti manajer pembiayaan, nasabah penerima pembiayaan yang

bertujuan untuk mengetahui penerapan asas taswiyah dalam praktik

pembiayaan mudharabah secara faktual di lapangan.

17 Amtai Alaslan et al., Metode Penelitian Kualitatif, 2023, bk. 30.
18 Mohamad Musoawi Undari Sulung, “MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN :

PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER,” Edu Research 5, no. September (2024): 110–16,
https://doi.org/10.1163/9789004263925_015.
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b. Data Sekunder

Data sekunder diperlukan peneliti untuk mengumpulkan bahan

pembahasan dari sumber-sumber kepustakaan dengan mengumpulkan

data terdahulu seperti jurnrnak, karya ilmiah, artikel, skripsi, dan buku

dengan sinkronisasi permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, dalam hal ini salah satu langkah penulis dalam mengumpulkan

data primer yaitu melakukan observasi lembaga secara langsung kemudian

penulis melakukan pengamatan, dokumentasi serta pendekatan guna

mengetahui responded dari nasabah dalam mengetahui penggunaan asas

kesetaraan dalam pembiayaan mudharabah.

b. Wawancara, dalam pengumpulan data primer penulis juga melakukan

beberapa wawancara kepada pihak bmt kemudian melakukan beberapa

wawancara kepada pihak nasabah dengan menyiapkan pertanyaan tentang

pembiayaan mudharabah.

c. Dokumentasi Teknik pengumpulan data yang di peroleh melalui dokumen

yang menyangkut tentang penelitian ini seperti dari buku atau data yang

relevan untuk penelitian ini

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif.

Analisis data kualitatif dengan cara mengolah, menginterpretasikan, dan

menarik kesimpulan dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi,

dokumentasi, serta studi kepustakaan.19

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data

Pada tahap ini, penulis melakukan proses pemilihan, pemusatan

perhatian, dan penyederhanaan data yang telah diperoleh di lapangan. Data

yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai penerapan asas

19 M Win Afgani Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Wahyu Ilhami Arivan Mahendra,
Rusdy Abdullah Sirodj, “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif Wiyanda,” Jurnal Ilmiah
Wahana Pendidikan 10, no. 17 (2024): 826–33, https://doi.org/10.36733/pemantik.v4i2.9412.
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taswiyah dalam pembiayaan mudharabah di BMT An-Najah Wiradesa,

dipisahkan dari data yang tidak relevan sehingga memudahkan penulis

dalam proses analisis selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi, data kemudian disajikan dalam bentuk

uraian deskriptif agar mudah dipahami. Penyajian data bertujuan untuk

memberikan gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta hasil penelitian,

baik yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang

telah dianalisis. Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah

penelitian, khususnya terkait penerapan asas taswiyah dalam praktik

pembiayaan mudharabah di BMT An-Najah Wiradesa. Penulis juga

melakukan verifikasi dengan membandingkan data lapangan dan

ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan kesesuaian antara teori

dan praktik.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini penulis mengelompokan menjadi 5

badengan masing-masing bab menjelaskan secara sistematis tentang penelitian

ini dan saling berkaitan satu sama lain.

Bab I Pendahuluan. Menjelaskan pendahuluan yang melatar belakangi

permasalahan tersebut, kemudian memberikan rumusan masalah yang menjadi

fokus pembahasan, tujuan penelitian yang ingin di capai, serta kegunaan

penelitian baik secara teoritis maupun praktis, pada bab kesatu menjelaskan

sistematika penulisan secara keseluruhan

Bab II Landasan Teori. Bab ini penulis menguraikan berbagai teori,

konsep, serta kajian pustaka yang relevan dengan topik penelitian, yang berisi

pembahasan terkait dengan asas kesetaraan dan pembiayaan mudharabah

Bab III Penerapan Asas Kesetaraan Dalam Pembiayaan Mudharabah

Di Bmt An-Najah Wiradesa. Bab ini berisi pemaparan terkait tentang hasil

penelitian dan observasi mengenai Profil BMT An-Najah dan model
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pembiayaan di BMT An-Najah serta hasil wawancara kepada pihak pihak

narasumber yang bisa menjadi masukan penulis.

BAB IV Analisis Asas Kesetaraan Dalam Pembiayaan Mudharabah

Di Bmt An-Najah Wiradesa. Bab ini berisi analisis terhadap data dan temuan

penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di

BMT An-Najah Wiradesa. Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada dua

pokok permasalahan penelitian, yaitu analisis mengenai penerapan asas

kesetaraan dalam pembiayaan mudharabah di BMT An-Najah Wiradesa serta

analisis mengenai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah apabila asas

kesetaraan dalam pembiayaan mudharabah belum diterapkan secara optimal.

Hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan mengacu pada teori,

konsep, dan ketentuan hukum yang relevan guna memperoleh jawaban atas

rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan ringkasan dari hasil

fokus penelitian yang dilakukan, selain itu memberikan saran sebagai bentuk

rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian, menunjukan bahwa penerapan asas kesetaraan belum

terlaksana secara optimal dalam akad pembiayaan mudharabah di BMT An-

Najah Wiradesa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

a. Masih terdapat klausul dalam akad pembiayaan yang menunjukkan adanya

ketidakseimbangan kedudukan para pihak, khususnya dalam hal

pembebanan biaya penagihan dan jasa hukum yang cenderung dibebankan

kepada pihak nasabah. Klausul tersebut berpotensi menempatkan nasabah

pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pihak BMT, sehingga

tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan (taswiyah).

b. Penggunaan akad baku dalam pembiayaan mudharabah membatasi ruang

negosiasi bagi nasabah dalam menentukan isi perjanjian. Nasabah pada

umumnya hanya berada pada posisi menerima atau menolak ketentuan

yang telah ditetapkan oleh BMT, sehingga kesepakatan yang terjadi

cenderung bersifat formal dan belum sepenuhnya mencerminkan

keseimbangan kehendak para pihak.

c. Meskipun pihak BMT telah memberikan penjelasan terkait isi akad kepada

nasabah, namun dalam praktiknya pemahaman nasabah terhadap seluruh

klausul yang ada masih terbatas. Hal ini berpotensi menimbulkan

ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, serta membuka

kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari.

2. Pada kenyataannya perlindungan hukum bagi nasabah apabila akad baku

pembiayaan mudharabah tidak sejalan dengan asas kesetaraan pada

kenyataannya masih belum optimal. Kondisi ini sering kali menimbulkan

potensi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, yang disebabkan oleh

ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara para pihak.

Ketidakseimbangan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan
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keadaan, di mana pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat cenderung

mendominasi pihak yang lebih lemah.

3. Secara umum, perlindungan hukum bagi nasabah yang berada pada posisi

lemah akibat penggunaan akad baku yang tidak seimbang dapat dibedakan

menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan

perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan

untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengaturan dan pembatasan

dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perlindungan hukum

represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila telah

terjadi pelanggaran, baik melalui jalur musyawarah maupun melalui lembaga

peradilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan pada saat penelitian dan kesimpulan yang telah

diuraikan, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi saran sebagai

berikut:

1. Bagi BMT An-Najah Wiradesa, diharapkan dapat lebih mengoptimalkan

penerapan asas kesetaraan (taswiyah) dalam setiap tahapan pembiayaan

mudharabah, khususnya dalam penyusunan klausul akad. BMT perlu

memastikan bahwa setiap klausul tidak menimbulkan ketidakseimbangan hak

dan kewajiban antara para pihak, terutama biaya penagihan dan jasa hukum.

Selain itu, BMT An-Najah diharapkan dapat meningkatkan transparansi

dengan memberikan penjelasan yang lebih rinci dan mudah dipahami oleh

nasabah sebelum akad ditandatangani.

2. Bagi nasabah, diharapkan agar lebih cermat dan teliti dalam memahami isi

akad sebelum menyetujui perjanjian pembiayaan. Nasabah juga perlu lebih

aktif dalam mengajukan pertanyaan serta meminta penjelasan apabila

terdapat klausul yang kurang jelas, sehingga dapat meminimalisir potensi

kerugian di kemudian hari.

3. Bagi pemerintah dan regulator, diharapkan dapat memperkuat pengawasan

terhadap penggunaan akad baku dalam lembaga keuangan syariah, serta

memastikan bahwa klausul yang digunakan tidak bertentangan dengan



73

prinsip kesetaraan dan perlindungan hukum bagi nasabah. Selain itu,

diperlukan penyempurnaan regulasi yang lebih tegas terkait batasan

penggunaan klausul baku.
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